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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang 

memiliki luas 1,905 juta km². Dengan ukuran negara indonesia yang 

luas, maka indonesia memiliki banyak wilayah yang dapat ditempati 

oleh penduduknya. Wilayah yang ditempati oleh penduduk tersebut 

merupakan tanah yang memiliki nilai ekonomis dan sosial bagi 

masyarakat. 

Tanah merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi 

masyarakat. Masyarakat indonesia menjadikan tanah sebagai faktor 

penting sebagai peningkatan produktivitas agraria. Dalam segi nilai 

ekonomis, tanah dapat digunakan sebagai sumber agraria, maupun 

sebagai modal dalam bentuk suatu aset tanah. Dalam segi sosial, 

tanah dapat digunakan sebagai sarana pensejahteraan sosial dalam 

masyarakat, maupun dapat menunjukkan status sosial dari penguasa 

tanah.1 

Tanah adalah kekayaan alam yang kekuasaannya dipegang 

oleh negara, dimana tanah tersebut bertujuan digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini 

                            
1 NI LUH ARININGSIH SARI, “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum 

Tanah (Uupa) Dan Konstitusi,” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991, 
https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202. 
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dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, yang mana dipertegas kembali dengan pengaturan Undang-

Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, 

Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2043 (Selanjutnya disebut UUPA). 

Agraria sendiri memiliki artian tidak hanya sebatas tanah saja, 

namun juga termasuk Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya, hal tersebut seperti yang diatur dalam UUPA. 

Sedangkan perngertian tanah menurut UUPA, yang dimaksud dengan 

tanah dalam artian yuridis adalah permukaan bumi, yang mana 

dijabarkan dalam pasal 4 Ayat (1), yaitu Atas dasar hak menguasai 

dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum. 

Dari pengertian Agraria tersebut, dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan Sumber Daya yang ada dalam lingkup agraria tersebut 

sebagai kepunyaan Bangsa Indonesia, adalah menunjuk kepada 

penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut.2 

                            
2 : Ramadhani, “Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional,” Sosek:Jurnal 

Sosial Dan Ekonomi 1, no. 1 (2020): 1–6. 
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Kekuasaan atas tanah yang dipegang negara menandakan bahwa 

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada negara untuk 

mengatur, merencanakan, serta mengendalikan penguasaan dan 

kepemilikan hak atas tanah tersebut. Kekuasaan tersebut diberikan 

kepada negara dikarenakan permasalahan pertanahan tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh masyarakat, sehingga hak kekuasaan 

negara tersebut hanya merupakan pelengkap terhadap hak-hak atas 

tanah yang dikuasai oleh masyarakat. 

Dalam perkembangan hukum agraria saat ini, masalah kepastian 

hak dan subjek hak atas tanah menjadi hal yang cukup serius. Hal 

tersebut dapat diperhatikan dari Pasal 19 ayat (1) UUPA yang 

menjelaskan Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

yang mana menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian Hak 

dan Kepastian hukum yang menyangkut pertanahan. Maka Negara 

wajib mengadakan pendaftaran atas tanah. 

Atas dasar pendaftaran tanah tersebut, negara yang 

mendelegasikan lebih lanjut pada  Menteri Agraria dan Tata Ruang 

dan Kepala Badan Pertanahan dapat memberikan Hak atas tanah 

kepada masyarakat. Dimana dari pendaftaran tanah tersebut akan 

diberikan bukti hak atas tanah kepada masyarakat, berupa sertifikat 
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tanah, agar masyarakat pemegang hak atas tanah tersebut 

memperoleh kepastian hukum tentang haknya. 

Pendaftaran atas tanah tersebut meliputi: 

1. Pengukuran 

2. Pemetaan 

3. Pendaftaran hak atas tanah 

4. Peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lainnya 

5. Serta pemberian surat tanda bukti sebagai alat bukti yang kuat 

dimata hukum. 

Proses pendaftaran tanah tersebut akan memberikan jaminan 

kepada pemegang hak atas tanah sehingga pemegang hak dan pihak 

lainnya, dapat mengetahui pasti tentang keadaaan, letak, luas dan 

batas-batas tanah yang bersangkutan, guna sebagai pembuktian dan 

infomasi kepastian hukum atas tanah dan hak atas tanah tersebut.3 

Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tersebut, menjadi dasar 

bahwa pemegang hak atas tanah dapat memanfaatkan tanah tersebut. 

Pemanfaatan tanah ini lah yang merupakan suatu aspek ekonomis, 

dimana tanah yang dilekatkan hak atas tanah dapat digunakan 

sebagai suatu hal sesuai apa yang dikehendaki pemegang hak 

dengan batasan sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

                            
3 Muhammad Ilham Arisaputra, “Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan 

Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif,” Amanna Gappa Volume 27, no. 2 

(2019): 67–87, https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338. 
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Hak atas  tanah sendiri terdiri dari beberapa hak, hak-hak yang 

dapat diberikan negara kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 16 

Ayat (1) UUPA adalah: 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai 

e. Hak sewa 

f. Hak membuka tanah 

g. Hak memungut hasil hutan 

Dan jika pemegang hak tersebut tidak mau memanfaatkan tanah 

tersebut, pemegang hak juga bisa mendapatkan keuntungan 

ekonomi dari tanah tersebut melalui peralihan hak atas tanah, yang 

dengan kata lain, tanah yang dikuasai oleh suatu pihak pemengang 

hak atas tanah, dapat dialihkan kepada pihak lainnya, yang mana 

pemengang hak atas tanah tersebut dapat meminta keuntungan 

ekonomis atas tanah yang akan dialihakan tersebut. 

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, yaitu dapat berupa: 

1. Melalui Pewarisan 

2. Melalui Hibah 

3. Melalui Lelang 

4. Dan melalui Jual Beli. 
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Dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satu pihak yang 

memiliki kewajiban untuk mendukung proses peralihan hak atas 

tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara  Nomor 59 Tahun 1997, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696, yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran 

Tanah, Lembaran Negara 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6630, dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 bahwa PPAT 

adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat 

akta-akta tanah tertentu. Akta-akta yang dimaksud adalah akta 

pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas 

satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa membebankan hak 

tanggungan.4 

 Pada pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

Tanah menjelaskan bahwa, Peralihan hak atas tanah dan hak milik  

atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan (Inbreng) dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang, hanya dapat 

                            
4 Christiana Sri Murni, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat,” Lex Librum 4 (2018): 680–

92. 
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dilakukan dengan dibuktikan oleh akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut peraturan perundang-undangan. 

PPAT sudah ada sejak diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Lembaran Negara Nomor 28 

Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171. Di dalam 

pasal 19 peraturan tersebut dijelaskan bahwa fungsi PPAT sebagai 

pejabat yang membuat akta yang dimaksud untuk memindahkan hak 

atas tanah, memberikan hak baru, dan membebankan hak atas tanah. 

Pasal 7 Peraturan yang sama menyatakan bahwa Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) tersebut diatur dengan 

peraturan pemerintah sendiri. Sebagai realisasi dari peraturan 

tersebut, disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Peraturan 

pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998, yang mana Peraturan ini mencabut Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1999. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum yang 

diangkat oleh menteri berdasarkan Peraturan yang ada, mempunyai 

legitimasi yang kuat dimata hukum. Karena telah mendapatkan 

pengakuan, baik secara filosofis, yuridis, maupun secara sosiologis. 
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Secara Filosofis, PPAT berperan sebagai penyedia jasa kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

Secara sosiologis, Peran PPAT sangat membantu masyarakat 

dalam hal peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, sewa 

menyewa, hibah, maupun perbuatan hukum lainnya, seperti 

pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Secara Yuridis, PPAT berperan memenuhi kewajibannya yang 

diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal 

memenuhi perannya secara Filosofis dan Sosiologis sebelumnya, 

yang berarti Peran PPAT dalam memberikan Kepastian Hukum 

kepada masyarakat dalam bentuk Akta Otentik merupakan 

perpanjangan langsung dari perlindungan hukum yang diberikan 

oleh peraturan Perundang-undangan kepada PPAT. 

Dengan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh pemerintah Indonesia guna memberikan kepastian 

hukum terhadap penguasaan dan peralihan hak atas tanah tersebut, 

masih ada saja sengketa pertanahan yang terjadi. Yang mana 

sengketa tersebut memang disengaja dan diatur sedemikian rupa, 

agar terlihat memang, tanah-tanah suatu pihak yang telah dilekatkan 

hak atas tanahnya tersebut, berpindah dan dialihkan hak atas 

tanahnya, kepada pihak lain secara sah dan melalui prosedur yang 

berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Hal ini dapat terjadi karena adanya  oknum-oknum pemerintah 

dan pihak-pihak lainnya yang memang memiliki kewajiban untuk 

memberikan sarana peralihan hak atas tanah seperti oknum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, yang bekerjasama untuk mengalihkan hak atas 

tanah suatu pihak tanpa sepengetahuan pihak pemengang hak atas 

tanah yang sebenarnya. 

Tindakan tanpa hak dengan sengaja mengalihkan hak atas tanah 

milik orang lain merupakan kejahatan hak atas tanah, dimana jika 

dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak 

merupakan sebuah Kejahatan Pertanahan Terorganisir. 

Kejahatan tanah yang dilakukan oleh banyak pihak dan dilakukan 

secara terorganisir ini biasa disebut sebagai Mafia Tanah. Contoh 

kasus yang terjadi dan mendapat sorotan publik adalah kasus 

sengketa tanah yang dialami oleh Nirina Zubir, maupun kasus yang 

terjadi di Jakarta yang dialami 5 , maupun Kasus Mafia Tanah di 

Cipayung6. 

Pada Kasus Nirina Zubir, Sertifikat tanah Nirina Zubir dialihkan 

Hak atas tanahnya oleh Asisten Rumah Tangganya (ART), tanpa 

sepengetahuan Nirina Zubir 7 . ART Nirina bekerjasama dengan 

                            
5 Ela, “Nasib Pilu Korban Mafia Tanah Di Jakarta: Dipaksa Minggat Dari Rumah Sendiri Sampai 

Dipukuli Preman,” suarakalbar, 2022, https://www.suarakalbar.co.id/2022/11/nasib-pilu-korban-

mafia-tanah-di-jakarta-dipaksa-minggat-dari-rumah-sendiri-sampai-dipukuli-preman/. 
6 Yulida Medistiara, “4 Tersangka Kasus Mafia Tanah Cipayung Segera Disidang,” News Detik, 

2022, https://news.detik.com/berita/d-6407719/4-tersangka-kasus-mafia-tanah-cipayung-segera-

disidang. 
7 Dinda Bhawika Wimala Pastika et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah 

Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina 
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sejumlah oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan balik 

nama terhadap sertifikat-sertifikat milik Nirina Zubir tanpa 

sepengetahuan Nirina.8 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba menyusun 

tesis dengan judul  “AKIBAT DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PPAT (STUDI 

KEJAHATAN TANAH TERORGANISIR)”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan Latar belakang diatas penulis mengangkat 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Akibat Hukum dan Tanggung Jawab bagi Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atau PPAT yang memalsukan akta dengan 

tujuan pelaksanaan Kejahatan Pertanahan Terorganisir bersama 

pihak lainnya ? 

2. Apakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan terhadap tanah yang 

dibalik-namakan menggunakan Akta PPAT yang dipalsukan ?  

3. Bagaimana Konsep Pengaturan Hukum Untuk Mencegah Dan 

Meminimalisasi Kejahatan Pertanahan Pertanahan Terorganisir 

Melalui Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh PPAT Dimasa Yang Akan 

Datang ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                            
Zubir),” Gorontalo Law Review 5, no. 1 (2022): 212–27. 
8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

a. Untuk menjelaskan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun 

masyarakat tentang akibat hukum Akta PPAT jika dibuat untuk 

pelaksanaan Kejahatan Pertanahan Terorganisir. 

b. Untuk menjelaskan upaya yang dapat diambil terhadap tanah 

objek sengketa yang terjadi akibat pemalsuan akta PPAT. 

c. Untuk menganalisis perkembangan pengaturan hukum di 

masa yang akan datang untuk pencegahan dan meminimalisir 

terjadinya kasus Kejahatan Pertanahan Terorganisir yang 

dilakukan PPAT. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan tesis ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan Informasi dan Sumbangan Opini dalam rangka 

meningkatkan kesadaran tentang bahaya Kejahatan 

Pertanahan Terorganisir khususnya untuk Masyarakat selaku 

subjek pemengang Hak atas Tanah agar terhindar dari target 

kejahatan tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar dapat 

berpatisipasi dalam pencegahan terjadinya Kejahatan 

Pertanahan Terorganisir tersebut. 

b. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi kalangan yang berhubungan dengan dunia Pertanahan, 

yaitu: 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan praktik bagi PPAT 

tentang bahaya Kejahatan Pertanahan Terorganisir serta 

akibat hukum dan tanggung jawab yang harus diterima, 

jika terlibat dalam kasus Kejahatan Pertanahan Terorganisir 

tersebut.  

2. Memberikan informasi dalam upaya yang dapat dilakukan 

oleh pemegang hak atas tanah, terhadap objek tanah yang 

bilamana terjadi sengketa akibat pemalsuan akta PPAT 

dalam kasus Kejahatan Pertanahan Terorganisir. 

3. Memberikan Informasi dan dasar opini dalam 

perkembangan hukum terhadap pengaturan pencegahan 

terjadinya kasus Kejahatan Pertanahan Terorganisir 

kepada PPAT dan Masyarakat umum. 

D. Kerangka Teori 

Untuk membantu menjawab permasalahan yang ada dari Peran 

Ppat Dan Keabsahan Aktanya Dalam Hal Terkait Kasus Kejahatan 

Pertanahan Terorganisir, maka perlu dilakukan analisa dan 

pengkajian. Dalam melakukan Analisis dan pengkajian dari masalah 

yang ada dan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik, lebih 

jelas tentang norma hukum maka diperlukannya suatu teori hukum. 
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Teori hukum ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

Sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian, untuk 

menganalisa dan mengkaji fenomena-fenomena yang berkembang 

dalam masyarakat. Dalam Penulisan digunakan Grand Theory, Middle 

Theory, dan Applied Theory sebagaimana diterangkan dibawah ini: 

1. Grand Theory 

Grand Theory yang digunakan untuk mendukung analisis dan 

pengkajian penulisan ini adalah Teori Keadilan. Menurut 

Aristoteles, Keadilan adalah persamaan hak. Dalam menjelaskan 

konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi 

beberapa kelompok, yaitu Keadilan distributif yang mana 

merupakan keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan 

apa yang menjadi haknya secara seimbang atau proposional. 

Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila 

tiap  pihak secara sama rata mendapatkan haknya .9 Yang kedua 

adalah keadilan Komutatif, yang mana merupakan keadilan yang 

diterima oleh tiap-tiap orang, tanpa mempedulikan kontribusi 

yang dilakukan orang-orang tersebut. 10  Selanjutnya Konsep 

keadilan Aristoteles tersebut dikembangkan oleh Thomas 

                            
9 Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian 

Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2 

(2020): 409–31, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431. 
10 Iskandar Zulkarnain, “Teori Keadilan : ‘Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem 

Etika Ibn Miskawaih,’” Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora 1, no. 1 

(2018): 143–66, https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.8. 
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Aquinas yang merupakan filsuf hukum alam. Thomas Aquinas 

berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu dari empat 

keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, 

dan kebijaksanaan. Thomas Aquinas menambahkan Konsep 

Keadilan Aristoteles yang sedari 2 macam Keadilan menjadi 3 

keadilan, yang ditambah yaitu Keadilan Vindikatif, yang mana 

keadilan tersebut lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak 

pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.11 

Teori Keadilan selanjutnya dikemukakan oleh John Rawls. Bagi 

Rawls, keadilan diputuskan berdasarkan veil of ignorance yaitu 

prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan 

tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi 

tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak memperhitungkan posisi 

mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu disadari dua hal 

penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada 

keadaan setara. Kedua, setiap pihak memahami tentang teori 

ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. Veil of 

ignorance berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak 

ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip 

kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status quo yang sesuai 

                            
11 Giovanni Aditya Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan 

Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila,” Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi 

10, no. 1 (2019): 23–44, https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207. 
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dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara 

adil.12 

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan 

yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya 

kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan 

berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech 

and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). 

Sedangkan prinsip kedua disebut dengan “prinsip perbedaan” 

(difference principle) dan “prinsip persamaan kesempatan” 

(equal opportunity principle). 

Prisip perbedaan berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang 

dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang 

menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Pada prinsip 

persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya prinsip 

kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan 

dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, 

ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas 

kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai 

suatu nilai yang adil berdasarkan persepktif Rawls. 13  Dengan 

demikian  dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurt John 

                            
12 Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih,” SUNDERMANN: Jurnal 

Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan 13, no. 1 (2020): 39–47, 

https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31. 
13 Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009): 135–49. 
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Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam 

ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat 

kebebasan (liberty) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap 

manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurang yang 

dimiliki, dimana kebebasan (liberty) dan hak politik disini tidak 

boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. 

2. Middle Theory 

Middle Theory yang digunakan untuk mendukung analisis dan 

pengkajian penulisan ini adalah Teori Kepastian Hukum. Salah 

satu pengemuka teori kepastian hukum yang terkenal adalah 

Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem 

norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan 

aspek das sollen (Seharusnya), dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan, yang mana 

aturan-aturan yang pelaksanaan aturan tersebut dilaksanakan 

sebagaimana Seharusnya dapat menimbulkan kepastian hukum. 

14 

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi 

pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang 

berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Frans Magins 

                            
14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 
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Suseno kepastian memiliki arti sebagai kejelasan norma, 

sehingga dapat dijakan pedoman bagi masyarakat yang 

dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut lebih 

lanjut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan 

terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini 

mencegah terjadinya keberagaman penafsiran. Kepastian hukum 

juga memiliki arti bahwa sesuatu yang dapat ditentukan dari 

hukum, yang bersifat konkret. Kemudian menurut Gustav 

Radbruch kepastian hukum adalah produk hukum atau lebih 

khusus dari perundang-undangan, jika terdapat hukum maka saat 

itulah terdapat kepastian hukum. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.15 

Dan lagi, berdasarkan pendapat Radbruch, hukum  sendiri harus 

mengandung setidaknya tiga nilai identitas, yaitu: 

a. Asas kepastian hukum yang meninjau hukum dari sudut 

yuridis. 

b. Asas keadilan hukum, yang meninjau hukum dari sudut 

filosofis yang mana keadilan adalah kesamaan hak bagi 

seluruh orang didepan pengadilan. 

                            
15 Muhammad Iqbal, “Kepastian Hukum Akta E-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas 

Tabellionis Officium Fideliter Exercebo,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 87, 

https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729. 
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c. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau 

doelmatigheid atau utility). 

Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus 

dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian 

kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum 

menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan 

manusia dalam masyarakat.16 

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian 

hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang 

memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu 

sendiri, yaitu sebagai berikut. 

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum 

positif ialah perundang-undangan. 

b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan. 

c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan 

menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran 

serta dapat mudah dilaksanakan. 

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.17 

                            
16 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum 

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22, 

https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22. 
17 Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” accessed November 1, 2022, 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/. 
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Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan 

berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem 

hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum 

(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur 

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum 

meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam 

suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori Friedmen 

kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum 

itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk 

menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang 

di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.18 

3. Applied Theory 

Applied Theory yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori 

perlindungan hukum dan Penegakan hukum.  

a. Teori Perlindungan Hukum 

Awal mulanya muncul teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau teori aliran hukum 

alam. Hal tersebut dikutip oleh Satjipto Raharjo menurut 

pendapat Fitzgerald.19 Aliran ini diungkapkan oleh Plato dan 

                            
18 Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Freidman,” 

Owmntalk.co.id/Pemerintah Kabupaten Karimun, 2020, 

https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/. 
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000). 
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muridnya aristoteles, serta Zeno yang merupakan pendiri 

aliran Stoic. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber 

dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 

moral. Perlindungan hukum sendiri adalah cara pengayoman 

terhadap Hak Asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan 

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga 

peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu 

teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian 

teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada 
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masyarakat yang berada pada posisi yang lemah,baik secara 

ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.20 

b. Teori Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penegakan 

hukum adalah kegiatan yang menyerasikan hubungan antara 

nilai yang ada dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Agar terciptanya, dan 

terwujudnya pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian 

kehidupan. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan 

hukum merupakan suatu bentuk usaha untuk mewujudkan 

ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

sosial agar menjadi kenyataan. Dimana proses perwujudan 

ide-ide tersebutlah yang merupakan dasar dari penegakan 

hukum. Dimana hukum yang dilaksanakan dan ditegakan itu, 

haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.21 

E. Definisi Oprasional 

Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan 

pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional 

ini adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang 

                            
20 Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian 

Hukum 18, no. 1 (2020): 1–14, https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084. 
21 Keris Aji Wibisono, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL 

MINING DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH” (Universitas Islam 

Sultan Agung, 2021). 
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operasional, sehingga variabel dapat diukur. Definisi Operasional 

akan digunakan sebagai dasar penelitiap hukum, untuk menghindari 

perbedaan penafsiran yang dipakai, dan digunakan sebagai 

pegangan dalam proses penelitian ini. Beberapa definisi operasional 

yang digunakan yaitu: 

1. Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung Jawab dapat diistilahkan sebagai liability yang 

menunjuk pada tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu subjek 

hukum dan responsibility yang menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik. Tanggung jawab hukum lebih 

ditekankan pada artian dimana tanggung jawab yang lahir dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam 

konteks tanggung jawab hukum, lebih menunjuk pada konsep 

Liability.22 

2. Akibat Hukum 

Akibat Hukum adalah Akibat yang Timbul dari suatu Perbuatan 

Hukum yang dilakukan oleh Subjek Hukum. Menurut Jazim 

Hamidi, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya atau 

lenyapnya suatu keadaan hukum; suatu hubungan hukum tertentu, 

dan akibat berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek 

hukum. Dalam penelitian ini yang diguanakan adalah akibat 

                            
22 S. Yati, “Kedudukan Notaris/Ppat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus 

Dikantor Notaris/Ppat Lubuk Pakam),” Repository.Uma.Ac.Id, 2017, 9–32, 

http://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/1060/5/13840001_file5.pdf. 
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hukum berupa lahirnya keadaan hukum tertentu yang disebabkan 

oleh suatu perbuatan subjek hukum.23 

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merujuk Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah, disebutkan 

bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang dalam 

pembuatan akta-akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu, 

seperti hak atas tanah ataupun Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun. 

4. Akta Jual Beli 

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat 

untuk dapat di jadikan bukti bila ada suatu peristiwa hukum dan 

di tanda tangani. Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan 

pejabat berwenang (dalam penulisan ini adalah PPAT) dan 

bentuknya telah ditentukan dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.24 Akta Otentik menurut Pasal 

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah 

“Suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

                            
23 Satria Manda Adi Marwan, “Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk 

Kepentingan Perpajakan,” Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/10072/ (Universitas Brawijaya, 

2018), http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10072/. 
24 I Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum 

Perdata,” Acta Comitas, 2016, 180–88, https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05. 
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ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta Jual Beli 

adalah akta otentik yang dibuat PPAT sebagai bukti  peralihan hak 

atas tanah. 

5. Pemalsuan Akta Jual Beli 

Berasarkan pasal 263 j.o pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Pemalsuan Surat adalah kegiatan membuat suatu 

surat yang seolah-olah asli dengan maksud untuk suatu hal dan 

dapat menimbulkan kerugian. Maka Pemalsuan Akta Jual Beli 

adalah kegiatan pemalsuan surat yang mana objek pemalsuannya 

adalah Akta Otentik pejabat PPAT, dalam hal ini adalah Akta Jual 

Beli yang diperuntukan pada kegiatan Kejahatan Pertanahan 

Terorganisir 

6. Kejahatan Tanah yang Terorganisir 

Kejahatan adalah suatu tindakan yang bertentangan dan 

berlawanan dengan hukum. Kejahatan tanah adalah kejahatan 

yang dilakukan terhadap suatu bidang tanah sebagai objek 

kejahatannya. Kejahatan tanah yang terorganisir adalah kejahatan 

pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling 

bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik 

orang lain secara tidak sah, dengan menggunakan cara-cara 
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melanggar hukum yang dilakukan secara terencana, rapi dan 

sistematis. Hal ini biasanya dikenal dengan sebutan Mafia Tanah.25 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum sebagai proses mengidentifikasi dan 

mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung hukum 

pengambilan keputusan, dalam arti luas penelitian hukum termasuk 

setiap langkah dari suatu tindakan yang diawali dengan analisis 

terhadap fakta-fakta masalah dan diakhiri debgan aplikasi dan 

komunikasi hasil penelitian tersebut. 26  Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mendukung penulisan 

ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan 

menggunakan data-data sekunder yang berupa peraturan 

tertulis seperti perundang-undangan, serta bahan pustaka 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan 

ini adalah: 

                            
25 Raden Bagus Agus Widjayanto, “Pemberantasan Mafia Tanah,” Bidang Hukum, Info Singkat, 

Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 2 (2021): hlm. 2., 

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-

191.pdf. 
26 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihak Metode & Praktik Penulisan Artikel, ed. Yunus Ahsan, 

4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

memiliki kaitan dan sangkut paut dengan isu hukum 

yang ditangani maupun permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian.27 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-

kasus konkrit yang pernah terjadi, yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis, guna 

dapat membangun argumentasi tentang isu yang 

dibahas melalui perspektif kasus konkrit yang pernah 

terjadi. 

c. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk meninjau bagaimana 

konsep kedepan yang mengarah pada sesuatu yang 

akan datang. Pendekatan ini diperlukan dalam meninjau 

konsep hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah 

dan meminimalisir kasus Kejahatan Pertanahan 

Terorganisir.28 

                            
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadademia Group, 2016). 
28 Kurnia Saleh, “PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO 

BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” 

(Universitas Sriwijaya, 2021). 
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3. Sumber  Bahan Hukum Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode normatif sehinga data 

yang digunakan bersumber dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang 

sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu 

teridir dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 

tentang hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, 

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah 

mana penelitian akan melangkah dalam melakukan 

penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
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hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di 

bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum 

antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis, dan 

Disertasi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang 

yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan 

acuan hukum di bidang hukum dan di luar bidang 

hukum.29 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sehingga 

metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

adalah studi kepustakaan (Library Research), dimana penulis 

melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal 

ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menginvertarisasi bahan hukum seperti 

Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, internet 

                            
29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
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dan lainnya, dan menyusun  pernyataan sistematis serta 

mengintergrasikannya kedalam penulisan agar tercapainya 

pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data 

adalah metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang di masyarakat. erta metode analisis kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan 

melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.30 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan 

yang dianalisis dengan penalaran deduktif yang didahului 

oleh penalaran bersifat umum kemudian diperinci ke 

permasalahan khusus.31 

                            
30 Iwan Gunawan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 
31 Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 
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